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ACCA

ADB

ARA

B3

BEI

BPS

BUMD

BUMN

CER

CERES

CPI

DAK

DAU

DPRD

ESDM

FCGI

GCG

GRI

HAM

IBW

ICGI

DAFTAR SINGKATAN

: Association of Chartered Certified Accountants
: Asian Development Bank

: Annual Report Award

: Bahan Beracun Berbahaya

: Bursa Efek Indonesia

: Badan Pusat Statistik

: Badan Usaha Milik Daerah

: Badan Usha Milik Negara

: Corporate Environmental Reporting

: Coallition for Environmentally Responsible

Economics

: Center For Public Investment

: Dana Alokasi Khusus

: Dana Alokasi Umum

: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

: Energi dan Sumber Daya Mineral

: Forum Corporate Governance Indonesia
: Good Corporate Governance

: Global Reporting Initiative

: Hak Asasi Manusia

. Indische Bedrijvenwer

. Institute Corporate Governance Indonesia
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ICW

[ICD

IKAI

IMF

I0SC

ISRA

KNKCG

LDKI

LSM

MoU

ODP

OECD

PAD

PERSERODA

PERUSDA

PT

RANPERDA

SCI

SOP

SPAM

: Indische Combabilities

: Indonesian Institute of Corporate Directors

: Ikatan Komite Audit Indonesia

. International Monetary Fund

. International Organization Security Commission
: Indonesian Sustainability Reporting Awar

: Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance
: Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia

: Lembaga Swadaya Masyarakat

: Memorandum of Understanding

: Organisasi Perangkat Daerah

: Organization for Economic Cooperation an

Development

: Pendapatan Asli Daerah

: Perseroan Daerah

: Perusahaan Daerah

: Perseroan Terbatas

: Rancangan Peraturan Daerah
: Surya Citra Indonesia

: Standar Operasional Prosedur

: Sistem Penyedia Air Minum
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Akuntabilitas

Benchmark

BUMD

BUMN

DAFTAR ISTILAH
. kewajiban atau tanggung jawab seseorang
atau suatu organisasi untuk memberikan
pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan,
atau hasil kerja mereka.

. standar atau patokan yang digunakan untuk
membandingkan dan mengevaluasi Kkinerja
suatu sistem, produk, atau proses.

: Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan yang
dimiliki oleh pemerintah daerah atau lokal. Ini
mencakup berbagai entitas bisnis yang dimiliki
atau dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk
meningkatkan pelayanan publik atau mengelola
aset dan sumber daya secara efektif.
: Badan Usaha Milik Negara, perusahaan yang
dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah suatu
negara. Tujuan utama BUMN adalah untuk
mengelola  sektor-sektor  strategis  dan
mendukung pembangunan ekonomi negara
tersebut.  Perusahaan-perusahaan @ BUMN
memiliki kepemilikan saham mayoritas atau
sepenuhnya oleh pemerintah, dan mereka

beroperasi dalam berbagai sektor seperti energi,
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Corporate Governance

DAK

DAU

Desentralisasi

transportasi, keuangan, dan lainnya.

. kerangka kerja dan praktik manajemen yang
bertujuan mengatur dan mengawasi aktivitas
suatu perusahaan. Fokusnya adalah
memastikan bahwa perusahaan dijalankan
dengan prinsip-prinsip integritas, transparansi,
dan akuntabilitas untuk melindungi kepentingan
pemegang saham dan semua pihak terkait.

: Dana Alokasi Khusus, dana yang dialokasikan
secara khusus oleh pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk keperluan proyek atau
program tertentu. DAK bertujuan mendukung
pembangunan di tingkat daerah dan
memastikan penggunaan dana sesuai dengan
tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

: Dana Alokasi Umum, sumber pendapatan yang
dialokasikan secara rutin oleh pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah. Dana ini
memberikan keleluasaan bagi pemerintah
daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja rutin
dan berbagai program pembangunan sesuai
dengan kebijakan otonomi daerah.

Dana Alokasi Umum adalah sumber
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Deskriptif

Efektif

Efisien

Explanative

pendapatan yang dialokasikan secara rutin oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Dana ini memberikan keleluasaan bagi
pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan
belanja  rutin dan  berbagai  program
pembangunan sesuai dengan kebijakan otonomi
daerah.

jenis penjelasan atau pembahasan yang
berfokus pada memberikan gambaran atau
deskripsi yang detail dan akurat tentang suatu
objek, kejadian, atau konsep.
: kemampuan suatu tindakan, kebijakan, atau
strategi untuk mencapai tujuan atau hasil yang
diinginkan dengan efisien dan berhasil.
. melakukan suatu tindakan atau mencapai
tujuan dengan menggunakan sumber daya
seminimal mungkin, seperti waktu, tenaga, atau
biaya.
. kemampuan untuk memberikan penjelasan
atau interpretasi yang mendalam tentang suatu
fenomena atau konsep, dengan tujuan
mengungkapkan hubungan sebab-akibat atau

mekanisme di baliknya.
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Eksploratif

Good Corporate Citizen

: kegiatan atau penelitian yang dilakukan untuk
mengeksplorasi, menemukan, atau memahami
suatu konsep atau area tanpa memiliki hipotesis
atau tujuan tertentu pada awalnya. Ini seringkali
merupakan langkah awal dalam proses
penelitian untuk mengidentifikasi isu-isu atau
pola-pola yang mungkin menarik perhatian.

: Perilaku positif dan tanggung jawab sosial yang
ditunjukkan oleh perusahaan dalam kegiatan
bisnisnya. Ini mencakup kepatuhan terhadap
regulasi, etika bisnis, kontribusi terhadap
masyarakat, dan upaya untuk menjaga

lingkungan

Good Corporate Governance : Kerangka kerja dan praktik manajemen

Good Governance

yang bertujuan untuk memastikan perusahaan
dijalankan dengan integritas, transparansi, dan
akuntabilitas. Prinsip GCG mencakup
penerapan praktik-praktik yang baik dalam
pengelolaan perusahaan, perlindungan hak
pemegang saham, dan keseimbangan
kepentingan antara berbagai pemangku
kepentingan

. praktik-praktik dan prinsip-prinsip tata kelola
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yang baik dalam pengelolaan pemerintahan. Ini
mencakup transparansi, partisipasi warga,
aturan hukum yang baik, dan akuntabilitas untuk
mencapai keadilan, efisiensi, dan pelayanan

yang baik dalam pemerintahan.

Good Investment Governance  : praktik dan prinsip tata kelola investasi

Investasi

Investor

Konvensional

yang baik, melibatkan transparansi, manajemen
risiko, keterlibatan pemangku kepentingan, serta
kepatuhan pada aturan dan etika untuk
menciptakan lingkungan investasi yang adil,
aman, dan berkelanjutan

. tindakan menempatkan uang atau sumber
daya lainnya ke dalam suatu proyek, bisnis, atau
aset dengan harapan mendapatkan keuntungan
atau pengembalian modal di masa depan

. individu atau entitas yang menempatkan uang
atau sumber daya lainnya ke dalam suatu
investasi, seperti saham, obligasi, atau properti,
dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan
atau pengembalian modal.

. sesuatu yang sesuai atau mengikuti norma,
aturan, atau tradisi yang umum diterima dalam

masyarakat atau kelompok tertentu.
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Legitimasi

Novelty

PERSERODA

Responsibilitas

Transparansi

pengakuan yang sah terhadap otoritas,

kebijakan, atau tindakan berdasarkan pada
norma-norma atau standar yang diakui oleh
masyarakat.
: kebaruan atau unsur yang baru dan unik dalam
konteks tertentu, sering kali merujuk pada ide,
konsep, atau hal yang belum pernah ditemui
sebelumnya.

Perseroan Daerah, badan usaha milik
pemerintah daerah, bertujuan untuk mengelola
aset atau memberikan layanan publik guna
mendukung pembangunan dan kebutuhan
masyarakat setempat.

kewajiban atau tanggung jawab terhadap
tindakan, keputusan, atau kewajiban tertentu
yang diemban oleh seseorang atau suatu
entitas.

. tingkat kejelasan atau keterbukaan suatu
tindakan, kebijakan, atau informasi, sehingga
dapat dengan mudah dipahami atau diakses

oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
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LAMPIRAN 1 : SK NO. 20 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI SELATAN MENJADI PERUSAHAAN DAERAH

[ SALINAN

GUBERNUR SULAWESISELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINST SULAWESTSELATAN

NOMOR 2 TTAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHNAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAKRAN SULAWESTE SELATAN
MENIADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAKRAN

DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MATIA KKSA
GUBERNUR SULAWESE SELATAN,

Montmbang oo bahwa dalam rangleo meninglatican dorajat kosolahtorann
manyaralat Jf Sulawest Selatan, porla mendorong akuvitas
porekonomian daevah melalul optimalisast Kinevja badan
s bl daeralyg

b bahwa daliom vanpgla lebith meninghkatlan laba dan/atau
lountungan  sertn efistens)  dan efoltivitas usahn yang
borpongoruh terhadap konteitbust /deviden pendapatan axli
doorah, makn Perusahaoan Doaorah Sulowost Selatan yoang
dicdivilkan dongoan Poratarvan Doaerah Propinst Daorvah Tingloat
I Suloowoest Selatan Noamor 5 Tahan 19760 tontang Pondivian
Porusahooan Doaovah Sulawest Selatan sebagabmana  telah
diiubah dongan Poraturan Dacorvah Provins Sulawest Solatan
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daevah Provins Sulawest Selatan Nomor 5 Tahun 1976
tentang Pendivian Pevuasanhaan Daervah Sulawest Selatan,
poerlu mengubah  bentule huloam Perusahoan Doerah
Sulnowost Selontan menjandt Porasahaon Perserosn Doaorvalyg

¢ bahwa ketontuan Pasal 402 Undang-Undang Nomaor 20
Tahun 2019 tentang Pemervintahan Daovah menpgamanahlan
Binvchoony usanho ke daorah yvang telah ada sebolum Undang-
Undang Nomor 24 Tahan 20104 borvlakua, wojlbh monyesunilonn

oo Jompedon waketu prakiogg T 38 () tahuan sejonk

Unnclivngy .
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan dan
berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah,
mengatur bahwa perubahan bentuk hukum badan usaha
milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum
Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Menjadi Perusahaan

Perseroan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2102) juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara
Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4756);

5. Undang...
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=3

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

11. Peraturan ...
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11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi
Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018
tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja
Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 248) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);

14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun
2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 278);

15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
‘RWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan...
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: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM

PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI SELATAN MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

5 o
2.
3.

8.

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi
kewenangan Daerah.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yvang ditetapkan dengan Perda.

Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan yang selanjutnya
disebut Perusda adalah Perusahaan Daerah Sulawesi
Selatan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah
Sulawesi Selatan.

Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut
Perseroda adalah Perusda yang diubah bentuknya menjadi
Perusahaan Perseroan Daerah sesuai ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

9. Rapat...
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

G

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat
RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan
tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang
yvang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.

Direksi adalah organ Perseroda yang bertanggung jawab atas
pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan
Perseroda serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di
luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah
yvang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal
Daerah pada Perseroda.

Modal Dasar adalah jumlah maksimum lembaran Saham
beserta nilai-nilai Saham tersebut yang dapat dikeluarkan
oleh Perseroda sesuai Akte Pendirian.

Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif
oleh pemiliknya ke dalam Perseroda untuk memenuhi
penyertaan modal yang telah ditetapkan.

Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan
berupa uang dan barang milik Daerah yang semula
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal/Saham Daerah pada Perseroda.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari
pemerintah, pemerintah daerah dan atau pihak lain kepada
Perseroda tanpa memperoleh penggantian.

Pinjaman adalah modal Perseroda dari pihak lain yang
bersumber dari Daerah, badan usaha milik daerah lainnya
dan/atau sumber lainnya sesuai dengan kelaziman dalam
dunia usaha.

Saham adalah penyertaan modal yang dimiliki Daerah dan
pihak lain dalam Perseroda.

Agio Saham adalah kekayaan bersih Perseroda yang diperoleh
dari penilaian atau penjualan Saham di atas nilai

nominalnya.

Pasal 2 ...
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Pasal 2

Maksud dan tujuan perubahan bentuk hukum dari Perusda

menjadi Perseroda adalah:

a.
b.

(D
2)

()

(4)

memperoleh laba dan/atau keuntungan;

memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian
Daerah; dan

menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat
hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi

Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

BAB I1
PERUBAHAN BENTUK HUKUM
Pasal 3

Perusda diubah bentuk hukumnya menjadi Perseroda.

Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengakibatkan:

a. seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusda menjadi
kekayaan, hak dan kewajiban Perseroda;

b. seluruh pegawai tetap Perusda menjadi pegawai tetap
Perseroda; dan

c. hak dan kewajiban antara Perusda dengan pegawai
Perusda menjadi hak dan kewajiban antara Perseroda
dengan pegawai Perseroda

yvang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Gubernur dan DPRD memproses lebih lanjut perubahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perseroda diatur dalam

anggaran dasar yang dinyatakan dalam Akta Notaris sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

memuat:

a. nama dan tempat kedudukan;

b. maksud dan tujuan;

c. kegiatan usaha;

d. jangka waktu berdiri;

e. besarnya...
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(1)
(2)

-8-

e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;

f. jumlah Saham;

g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap
klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;

h. nilai nominal setiap Saham;

i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota

Direksi;

j- penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian
anggota Komisaris dan anggota Direksi;
1. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;

m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan

P

ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB III
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 4

Perseroda bernama PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda).

Perseroda berkedudukan di ibu kota Daerah dan dapat
membuka cabang atau perwakilan di tempat lain sesuai
potensi, keunggulan dan manfaat yang diperoleh Perseroda

dari tempat tersebut.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, Perseroda melaksanakan kegiatan usaha:

Tmom0 a0 T

percetakan dan penerbitan;
pertanian, peternakan, dan kelautan;
pariwisata;

transportasi;

pemanfaatan aset daerah;

konstruksi dan properti;
perdagangan umum dan jasa;
perindustrian;

i. pertambangan...
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

9.

pertambangan dan energi/gas;
pergudangan;

kepelabuhanan, darat dan udara;
limbah;

multimedia;

teknologi informasi;

air baku; dan/atau

lain-lain yang strategis.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI
Pasal 6

Jangka waktu berdiri Perseroda sejak ditetapkan dengan Akta
Pendirian dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
Perseroda berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan

melalui Peraturan Daerah.

BAB VI
MODAL DAN SAHAM
Bagian Kesatu
Sumber Modal dan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 7
Sumber modal Perseroda terdiri atas :
a. Penyertaan Modal Daerah;
b. Pinjaman;
c. Hibah; dan/atau
d. sumber modal lainnya.
Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dapat bersumber dari APBD dan/atau Kkonversi
dari Pinjaman.
Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang
milik Daerah sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan
kepada Perseroda.
Penyertaan Modal Daerah pada Perseroda ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

(5) Sumber . ..
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(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

-10-

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi :

a. kapitalisasi cadangan;

b. keuntungan revaluasi aset; dan

c. Agio Saham.

Bagian Kedua
Modal Dasar dan Modal Disetor
Pasal 8

Modal Dasar Perseroda ditetapkan sebesar
Rp.1.000.000.000.000 (satu trilyun rupiah).

Modal Disetor Perseroda ditetapkan minimal 25 9% (dua puluh
lima persen) dari Modal Dasar atau sebesar
Rp.250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah).
Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor
penuh pada saat pendirian Perseroda dan bersumber dari
Penyertaan Modal Daerah serta tercatat dalam neraca
penutup Perusda.

Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2019 sebesar
Rp. 14.516.460.480 (empat belas milyar lima ratus enam
belas juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus delapan
puluh rupiah).

Neraca penutup Perusda sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan neraca pembuka Perseroda ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan hasil audit

Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh

akuntan publik yang ditunjuk oleh Gubernur.
Bagian Ketiga
Saham

Pasal 9

Daerah memiliki Saham pada Perseroda minimal 99%
(sembilan puluh sembilan persen).

Pihak lain dapat memiliki Saham pada Perseroda sebesar 1%
(satu persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Ketentuan...
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(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Tl

Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, klasifikasi dan nilai

nominal Saham diatur dalam anggaran dasar Perseroda.
BAB VII
ORGAN PERSERODA
Pasal 10

Organ Perseroda terdiri atas :

a. RUPS;

b. Komisaris; dan

c. Direksi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS, Komisaris dan Direksi

diatur dalam anggaran dasar Perseroda.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Dalam perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1), Dewan Pengawas dan Direksi Perusda masih tetap
menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan
diangkatnya Komisaris dan Direksi Perseroda sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekruitmen dan penggantian Komisaris dan Direksi Perseroda
dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Uji Kelayakan dan

Kepatutan (fit and proper test).
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Terhitung sejak berdirinya Perseroda, Peraturan Daerah Provinsi

Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1976 tentang

Pendirian Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Seri

D Tahun 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Perubahan ...
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Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selat:
Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daer:
Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selat:
Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provin
Sulawesi Selatan Nomor 226), dicabut dan dinyatakan tid:
berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahke
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannjy

dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 9 Juni 2020
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

M. NURDIN ABDULLAH
Diundangkan di Makassar

pada tanggal, 9 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

ABDUL HAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (2-55/2020).

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
'

/"Vt/%

ANDIMUHAMMAD REZA, S.H.
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19601017 198610 1 002

328



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI SELATAN
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

. UMUM

Pembentukan Perusda Sulsel tidak terlepas dari hakikat keberadaan
daerah (Provinsi Sulsel) sebagai pendiri dan sekaligus pemilik modal yang
terorganisasikan dalam badan hukum. BUMD tersebut dibentuk dengan
maksud untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dalam perekonomian
melalui kegiatan yang bersifat alokasi untuk memenuhi kebutuhan rakyat,
menuju masyarakat yang sejahtera.

Melihat tujuannya, Perusda Sulsel merupakan badan usaha yang tidak
mengutamakan mencari keuntungan (laba), melainkan utamanya ditujukan
kepada terwujudnya fungsi sosial badan usaha itu terhadap masyarakat. Jadi,
fungsinya bersifat pelayanan publik. Fungsionalisasi yang demikian itu
dianggap cocok di masa-masa awal pembentukannya. Pada waktu itu, dunia
usaha belum berkembang sehingga kehadiran BUMD itu memang diharapkan
menjadi perintis kegiatan usaha khususnya pada cabang produksi yang jenis
produksinya belum ada atau baru akan diusahakan. Terlebih lagi, jika jenis
produksi itu penting bagi daerah dan menguasasi hajat hidup orang banyak di
daerah yang bersangkutan.

Berbeda dengan kondisi saat itu, dunia usaha saat ini berkembang
sangat pesat bahkan semakin terbuka dan kompetitif. Bidang usaha yang
dulunya tidak atau belum diminati oleh usaha swasta, Kini menjadi bidang
usaha yang menarik dan diminati oleh swasta, baik domestik maupun
mancanegara, sehingga kemudian menjadi kompetitor bagi Perusda Sulsel.
Dalam kompetisi tersebut, Perusda Sulsel masih menggunakan bentuk hukum
Perusda yang primat pada fungsi sosial bukan pada pemupukan
keuntungan/laba, sehingga apabila hendak diprimasikan fungsinya sebagai
penyumbang PAD yang berorientasi keuantungan melalui aktivitas bisnis dalam
sektor kompetitif, maka Perusda Sulsel harus diubah bentuk hukumnya

menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

II. PASAL...
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[.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 312
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LAMPIRAN Il :

Data Informan:

INSTRUMEN PENELITIAN

INSTRUMEN PENELITIAN

ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA
PERUSAHAAN TERBATAS PERSERODA PROVINSI SULAWEI SELATAN

Nafd & s
ORganIsasl 1 vsisivanssmsinvimnaiing
Jabatan 1
|. DATA PRIMER
Ty Informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat, Informas yang dungkapkan antara fan keadazn keuangan,
(Ke'ter&nkéﬁ‘m Informes) Kineria keuangan, kepemilian dan pengelolaan perusafiaan. Keterbukaan diakukan agar pemegang saham dan orang lain
e mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.
Rumusan Masalah 1 Pertanyaan Relevan Tanggapan Informan
1, Bagaimana para pemegang kepentingan
(manajemen, karyawan, pelanggan) dapat
Bagaimana melihat dan memahami proses dalam
Transparansi dalam pengambilan keputusan manajerial di
penerapan good perusahaan?
corporate governance :
pada Perusahaan 2. Seberapa jauh pemegang saham berhak
Terbatas Perseroda memperoleh informasi keuangan perusahaan
Provinsi Sulawesi yang relevan secara berkala dan teratur? * Direksi,
Seltan’? 3. Bagaimana proses pengumpulan dan pelaporan *Pimpinan,
informasi operasional perusahaan, apakah telah b
dilakukan oleh unit organisasi dan karyawan ¥
secara terbuka dan obyektf, dengan tetap *Karyawan Perusahaan
menjaga kerahasiaan nasabah/pelanggan? +Pelanggan
4, Seperti apa keterbukaan dalam proses
pengambilan keputusan, sistem pengawasan dan
standardisasi yang dilakukan oleh para
stakeholder (pimpinan, manajer dan karyawan
perusahaan)?
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INSTRUMEN PENELITIAN

ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA
PERUSAHAAN TERBATAS PERSERODA PROVINSI SULAWE] SELATAN

5. Apakah Informasi tentang prosedur dan kebijakan
di unit kerja maupun unit organisasi telah
dipublikasikan secara terulis dan dapat diakses
oleh semua pihak di dalam dan oleh unit-unit
terkait di lvar perusahaan? Seperti apa
bentuknya?

6. Seberapa jauh pihak eksternal auditor, komite
audt, internal auditor memillk akses atas
informasi dengan syarat kerahasiaan tetap
ijaga?

1. Bagaimana bentuk penyampaian laporan
keuangan audted dan kinerja usaha ke publik
secara rutin, maupun [aporan Corporate

Goverance pada nstans! yang benvenang? *Dirksi,
: +Pimpinan,
8. Bagaimana upaya perusahaan dalam
menyediakan informasi secara tepat waku, *Manager
rqemadai,'jelas, akurat dan dapgt +Karyawan Perusahaan
diperbandingkan serta mudah diakses oleh
pemangku kepentingan sesuai dengan haknya? *Pelanggan

9. Apakah prinsip keterbukaan yang dianut oleh
perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk
mermenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan
sesuai dengan perafuran perundang-undangan,
rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi?

10. Apakah Kebijakan perusahaan harus tertulis dan
secara proporsional dikomunikasikan kepada
pemangku kepentingan.
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INSTRUMEN PENELITIAN

ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA
PERUSAHAAN TERBATAS PERSERODA PROVINSI SULAWEI SELATAN

Akuntabilitas
Rumusan Masalah 2 Pertanyaan Relevan Tanggapan Informan
1. Bagaimana perusahaan menetapkan rincian
tugas dan tanggung jawab masing- masing

Bagaimana AKuntabiltas organ perusahaan dan semua Karyawan

dalam penerapan good secara jelas dan selaras dengan visi, msi,

corporate qovemance pada | Sasaran usaha dan strategi perusahaan’?

Perusahaan Terbatas |

Perseroda Provinsi Sulawesi ‘2, Bagaimana perusahaan meyakini bahwa

Selatan? semua organ perusahaan dan semua

Karyawan mempunyai kompetensi sesuai
dengan tugas, tanggung jawab, dan
perannya dalam pelaksanaan GCG?

B Bagaimana perusahaan memastikan adanya oDk
sistem pengendalian internal yang efekf ‘
dalam pengelolaan perusahaan? *Pimpinan,

| *Manager

4. Seperti apa ukuran kinerja untuk semua
jajaran perusahaan yang konsisten dengan *Karyawan Perusahaan
nilai-nilal perusahaan, sasaran utama dan
strateqi perusahaan, serta sistem
penghargaan dan sanksi (reward and
punishment system) yang dimilik
perusahaan?

5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya, Apakah sefiap organ perusahaan
dan semua karyawan harus berpegang pada
etika bisnis dan pedoman perilak (code of
conduct) yang telah disepakati? Seperti apa

L ?
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INSTRUMEN PENELITIAN

ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA
PERUSAHAAN TERBATAS PERSERODA PROVINSI SULAWEI SELATAN

6. Sejauh mana pengetahuan pimpinan,
manajer dan karyawan perusahaan fentang
visi, misi, tujuan dan targetarget
operasional di perusahaan?

1. Seberapa besar tingkat pemahaman
pimpinan, manajer, karyawan perusahaan
ferkait dan memahami peran, tugas dan
fanggung jawabnya masing-masing?

8. Apakah uraian tugas di sefiap unit usaha
atau unit organisasi telah ditetapkan dengan
benar dan sesuai dengan visi, misi dan
fujuan perusahaan?

9. Apakah proses dalam pengambilan
keputusaan telah mengacu dan mentaafi
sistem dan prosedur yang telah dibangun?

10. Bagaimana proses cek dan balance yang
telah dilakukan secara menyeluruh i setiap
unit organisasi?

11, Seperti apa sistem penilaian kinerja
operasional, organisasi dan kinerja
perseorangan telah ditetapkan, diterapkan
dan dievaluasi?

12. Apakah pertanggung jawaban kinerja
pimpinan perusahaan secara rutin telah
dibangun dan dilaporkan?

13, Apakah hasil pekerjaan telah
didokumentasikan, dipelihara dan dijaga
dengan baik?

+ Direksi,
*Pimpinan,
*Manager

*Karyawan Perusahaan
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INSTRUMEN PENELITIAN

ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA
PERUSAHAAN TERBATAS PERSERODA PROVINSI SULAWE! SELATAN

Rumusan Masalah 3 Pertanyaan Relevan Tanggapan Informan

1. Apakah organ perusahaan telzh berpegang
pada prinsip kehati-hatian dan memastikan

Bagaimana Responsihilty Kepatuhan terhadap peraturan perundang-

dalam penerapan good undangan, anggaran dasar dan peraturan
corporae govemancepada | Perusahaan (yfaws)?
Perusahaan Terbatas
Perseroda Provinsi Sulawesi | 2. Sepert apa perencanaan dan pelaksanaan
Selatan? yang dilaksanakan perusahaan dalam
tanggung jawab sosial, sepert: peduli
terhadap masyarakat dan kelestarian Dirksi
lingkungan terutama di sekitar? e
*Pimpinan,
3. Sejauh mana tingkat pemahaman pimpinan, -
manajer dan karyawan perusahaan terhadap o
seluruh peraturan perusahaan yang berlaku? *Karyawan Perusahaan

4. Sejauh mana pimpinan manajer dan
aryawan perusahaan dalam menerapkan
sistem tata nilal dan budaya perusahaan
yang dianut perusahaan?

5. Apakah proses dalam pengambilan
keputusan di perusahaan senantiasa
mengacu dan mentaati sistem dan prosedur
yang telah dibangun?
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INSTRUNEN PENELTIAN

ANALIGD PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANGE PACA
PERUSARAN TERBATAS PERSERCOA PROVIGI ULANEI SELATAN
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INSTRUMEN PENELITIAN

ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA
PERUSAHAAN TERBATAS PERSERODA PROVINS| SULAWEI SELATAN

Didefrisian sebagai pedakuan yang adi dan setra i calam memenuh hakchak stakefolder yang tmoul berdasakan

Faimess erianjan sera perauran perundangan yang beraku, Famess ;ugamncakup adanya. kqelasan hak-hak pemodal sistem
(Kemjaran) hukum dan penegdtan peratwan untuk melindungi hakchak investor - - Khususnya pemegang. saham minorita - dari
berbagﬂ bentuk

Rumusan Masalah 4 Pertanyaan Relevan Tanggapan Informan

1, Bagaimana perusahaan dalam memberikan
kesempatan kepada pemangku kepentingan
Bagaimana kewajaran dalam | Unfuk memoeikan masukan dan

penerapan good comorate menyampakan pendapat bagi kepentingan

goverance pada perusahaan serta membuka akses terhadap
Perusahaan Terbatas informasi sesual dengan prinsip transparansi
Perseroda Proving Sulawesi | dalam lingkup kedudukan masing- masing?
Selatan? !
' 2. Apakah perusahaan telah memberikan Dieks
perlakuan yang setara dan wajar kepada :
pemangku kepentingan sesuai dengan * Pimpinan,
manfaat dan kontribusi yang dibenkan Manager
kepada perusahaan?
; +Karyawan Perusahaan
' 3. Sepert apa bentuk kesempatan yang Nasabahpeianggan

diebrikan perusahaan dalam penerimaan
Karyawan, berkarir dan melaksanakan
tugasnya secara professional?

| 4, Seperti apa para pengelola dan karyawan
perusahaan dalam memperhatikan
kepentingan seluruh stakeholder dalam
akffitas perusahaan?

|

| 5. Apakah telah diebriakukan perakuan adi
kepada seluruh phak pemegang
kepentingan (nasabah, pelanggan, pemilik)
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LAMPIRAN Il : PHOTO — PHOTO WAWANCARA PENELITIAN
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LAMPIRAN IV : JOB DESCRIPTION
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LAMPIRAN V:CURRICULUM VITAE :

A.BIODATA

Nama Lengkap
Tempat Tanggal Lahir

Jenis Kelamin
Pekerjaan

Nip
Pangkat/golongan
Jabatan Fungsional
Agama

Status Perkawinan
Alamat

Email

: Muh. Alwi, S.Sos., M.Si

: Watamone, 25 September
1970

. Laki-laki

: PNS/Dosen Universitas Terbuka Makassar

:197009252008121001

: Penata Tk.1 /Illd

; Lektor

. Islam

: Menikah

: Kompleks Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea
BlokBG.92 kota Makassar

: alwi@ecampus.ut.ac.id, alwiperdos92@gmail.com

B. KETERANGAN KELUARGA

Nama Ayah
Nama lbu
Nama Saudara

Nama Isteri
Pekerjaan
Nama Anak

: Abd. Majid (Alm)
: Normah
: H. Muh. Tahir
Darmawati
Alm)
Hajarwati
Muh. Nur
Nur Afiah, S.AK

: Dr. Sitti Wahidah Masnani, M. Hum
: Dosen Fakultas lImu Budaya Universitas Hasanuddin

: Irma Awalia Khairunnisa
Alwan Farras Musaffar

. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD pada Madrasyah Ibtidayyah Negeri Saliweng Benteng Kab. Bone (1978-

1984)

2. SMP Negeri 4 (empat) Kab Bone (1984-1987)

w

SMA Negeri 1 (satu) Watampone (1987-1990)

4. S1 pada Program Studi llImu Pemerintahan, Fakultas lImu Sosial dan lImu
Politik-Universitas Hasanuddin (1990-1996)

5. S2 pada Program Studi liImu Administrasi Negara, Fakultas lImu Sosial dan
lImu Politik-Universitas Padjajaran (1998-2002)
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D. RIWAYAT ORGANISASI

Ketua OSIS SMAN 1 Watampone periode tahun 1988/1989

Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa [Imu Pemerintahan FISIP UNHAS Periode
1993/1994

Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan Mahasiswa Iimu
Pemerintahan Fakultas llmu Sosial dan limu Politik Universitas Hasanuddin
periode 1994 - 1995.

Wakil Ketua Senat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP UNHAS Periode
1994/1995

Majelis Konsultasi pada Kesatuan Pelajar dan Mahasiswa (Kepmi Bone)
periode 1997/1999.
Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Program Pascasarjana Sulawesi

Selatan Bandung (HMPPSS) Periode 2000/2002

Pembina pada Himpunan Mahasiswa Program Pascasarjana Sulawesi
Selatan

Bandung (HMPPSS) periode 2002/2004.

Wakil Ketua Badan Koordinasi Pengurus Remaja Mesjid Indonesia Sulawesi
Selatan (BKPRMI) periode 2005/2008

Pengurus Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong
(GEMAMKGR) periode 2007/2009.

E. RIWAYAT JABATAN

1.

Direktur Umum & Personalia pada perusahaahn daerah Agribisnis sulawesi
Selatan periode 2003/2005

Badan Pengawas pada perusahaah daerah (perusda) Sulawesi Selatan),
periode 2005/2008

F. KARYA TULIS ILMIAH

1. Performance Evaluation Tutor Participant Acreditation Tutor Training On Unit

Program Distance Learning Universitas Terbuka Makasssar, Proceeding
International Universitas Terbuka, 2017

. The Effect Of Job Satisfaction On Employee Performance Through Work

Motivation at UPBJJ-UT Makassar, Proceeding International Universtas
Terbuka, 2017

Determinant Factors Of Student Learning Outcomes. AAOU, 2018,
Proceedings, The 32™, Annual Conference Of The Asian Association Of Open
Universities, Open Distance Learning : in Hanoi, Vietnam — Oct 2018
Determinant Factors Of Learning Difficulties (A Study at Distance Learning
Program Unit-Open University Of Makassar). AAOU, 2019. Proceedings, The
33, Annual Conference Of The Asian Association Of Open Universities, Open
Distance Learning : 2020 and Beyond. Hosted by : Virtual Universg)‘{3 4Of



Pakistan. 14 — 16 October 2019, Pear Continental Hotel Lahore, Pakistan

. Factors Influence Of The E-Learning Utilization. AAOU, 2019, Proceedings,
The 33, Annual Conference Of The Asian Association Of Open Universities,
Open Distance Learning : 2020 and Beyond. Hosted by : Virtual Universty Of
Pakistan. 14 — 16 October 2019, Pear Continental Hotel Lahore, Pakistan

. Organizational Capacity Development In Realizing Good Corporate
GoverancePublic Sector: Study at PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda)
South SulawesiProvince, 2023. Russian Law Journal Volume XI (2023) Issue
13s

. Good Corporate Governance Strengthening in Limited Company: Study at
PERSERODA of South Sulawesi Province. Doctoral International Conference
2023, Volume 2023

. Analyzing the Good Governance of Public Sector Organizations Through
GoodCorporate Governance: A Case Study of PT. South Sulawesi Citra
Indonesia South Sulawesi. Journal of Public Administration and Government.
Volume 5 Nomor 2 Agustus 2023
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LAMPIRAN VI : IJIN PENELITIAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Wabsite : hitp2/simap-new.sulselprov.go.id Emall | ptsp@sulseiprov_go.id

Makassar 90231
Nomor : 14108/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran == Pimpinan PT. Perseroda Prov. Sulsel
Perihal : lzin itian
di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP PPs UNHAS Makassar Nomor : 2300/UN4.8.1/PT.01.04/2023
tanggal 24 Maret 2023 perihal tersebut diatas, mahasuswa/pegubawah ini:

Nama : MUH. ALWI
Nomor Pokok : E013181001

Program Studi * Administrasi Publi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S3)
Alamat . . Kemerdekaa ak

PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Disertasi,

dengan judul :

" ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN
TERBATAS PERSERODA PROVINSI SULAWEI SELATAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 28 Maret s.d 09 Juni 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 28 Maret 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINS! SULAWESI SELATAN

. A # Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
\ AR Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
) .-"u-_ Nip : 19630424 198903 1 010

Tambesan Yth
1. Dekan FISIP PPs UNHAS Makassar ¢ Makassar,

2. Pertinggal.
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Nomor: 14108/S5.01/PTSP/2023
KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada
BupatiWalikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di
Kab/Kota

Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan

Mentaatl semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat
setempal

Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubemur Sulsel, Cq. Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel

Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat
izin ini fidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
https://izin-penelitian.sulselprov.go.id
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LAMPIRAN VII : 1JIN PENELITIAN

R el
FT SULSEL CITRA INDONESIA (PERSERODA ) SULAWESI SELATAN
A. Dr. Sam Ratulangi Bo. 93, Makassar, 50132. Telp. {0411} 8058062,
£ -mail: sekretariat@sulselcitraindonesia. com
—— _—

SURAT KETERANGAN

omor LD

Yang bertanda langan di bawah ini :

e Nama : RENORA DARWIS, S.T.
= Jabatan : Direktur Utama PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda)
= Algmat Kantor : JI, Dr. Sam Ratuwlangi No. 93 Makassar

berdasarkan surat Kepala Dinas DPM-PTSP Provinsi Suisel Nomor 14108/5.01/PTSP/2023 Perihal
izin  Penelitian tangga! 28 Maret 2023, dan surat Dekan FISIP UNHAS Nomor
2708/UN4.8.1/PT.01 04/2023 tanggal 14 April 2023Perihal Permohanan Izin Penelitian,

maka dengan ini memberikan keterangan bahwa :

* Nama - MUUH. ALWT

e Nomor Pokok : E013181001

e Program : Doktor {S3}

= Program Studi : Administrasi Publik

* Waktu Penelitiam = 28 Maret 2023 - selesai

Memang benar mahasiswa tersebut d atas telah melaksanakan penelitian di kantor PT. Sulsel
Citra Indonesia [Perseroda) dalam rangka menyusun Disertasi dengan judul : "Analisis Penerapan
Good Corporate Governance Pada Perusashaan Terbatas Perseroda Provins Sulswesi Selatan”™

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal = 21 Agustus 2023
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